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Abstrak:  
Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya 
Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pads bulan Juli 1945 menjelang 
Indonesia merdeka. Sejak saat itu dinamika dan perkembangan Pendidikan 
Tinggi Islam dimulai. Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII 
(Universitas Islam Indonesia). Perkembangan berikutnya fakultas 
agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri), kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan 
STAIN, selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik 
berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi.  
Paradigma bare perguruan tinggi itu pada dasarnya bertumpu kepada tiga 
tungku utama, yakni Pertama, kemandirian lebih besar (greater autonomy) 
dalam pengelolaan atau otonomi. Kedua, akuntabilitas atau tanggung urai  
(greater accountability), bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber 
keuangan secara lebih bertanggungjawab, tetapi juga dalam 
pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-
program yang diselenggarakan. Ketiga, jaminan lebih besar terhadap 
kualitas (greater quality assurance) melalui evaluasi internal (internal 
evaluation) yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan; 
dan evaluasi eksternal (external evaluation) oleh Badan Akreditasi 
Nasional (BAN).  
Kata Kunci : Sejarah pendidikan, akuntabilitas PTAI 
 
The History of Islamic Higher Education 
By Drs. Pairin 
 
This paper aims to explain the history of Islamic Higher Education in 
Indonesia. The Indonesian Islamic higher education has been started since 
the opening of diploma of Islamic education in Jakarta in July 1945, that 
time was about Indonesia wanted to have its independence from the colonial. 
After that it became University of Islam Indonesia, and then became state 
university of Islamic higher education, and finally, became IAIN and STAIN. 
This final change was followed the development several private universities, 
such as institute and diploma. This paper also outlines that the new paradigm 
of the foundation of higher education, they are greater autonomy, greater 
accountability, and greater quality assurance which is done through internal 
and external evaluation by National Accreditation Agency. 
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A.Latar Belakang  
Menurut PP No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi 
dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 pendidikan tinggi didefinisikan sebagai 
pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih 
tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, 
sedangkan pada ayat 2 diuraikan mengenai definisi perguruan 
tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi
1
. Adapun tujuan dari pendidikan tinggi, pada 
dasarnya terdiri atas dua tujuan yaitu: 
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau 
                                                             
1 Lihat PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 
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professional yang dapat menerapkan, mengembangkan 
dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian. 
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan 
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.  
Perguruan Tinggi sebagai subsistem dalam pendidikan 
nasional menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta 
pengabdian kepada masyarakat
2
. Pendidikan tinggi merupakan 
kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sesuai 
dengan tujuan pendidikan tinggi. Penelitian merupakan kegiatan 
telaah that kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau 
menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 
kesenian.  Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan 
sumbangan demi kemajuan masyarakat. 
Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses 
pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui 
kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika 
dan kegiatan ilmiah lain. 
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 
24 Ayat 2 disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi 
untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 
pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Selanjutnya pads ayat 3 dijelaskan bahwa perguruan 
tinggi dapat memperoleh cumber dana dari masyarakat yang 
pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas 
publik. 
Oleh karena itu, perguruan tinggi pada hakikatnya dapat 
mengembangkan diri sesuai dengan amanat undang-undang, apalagi 
dipertegas dengan Undang Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan 
Hukum Pendidikan (BHP). Tujuan BHP sebagaimana dalam Bab II 
Pasal 3 bahwa Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan 
pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis 
                                                             
2 Lihat Pasal 20 Ayat 2 W No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 
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sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi
3
.  
Otonomi perguruan tinggi tersebut, seharusnya berbanding 
lurus dengan peningkatan mutu akademik yang sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan kebutuhan 
pasar serta lapangan kerja di bidang industri lainnya. Apalagi 
dengan kebijakan pemerintah tentang zero growth
4
 yang bermakna 
bahwa pengangkatan pegawai negeri berdasarkan kepada 
penggantian yang meninggal dan pensiun. Otonomi pendidikan 
seharusnya mengubah paradigma pendidikan tinggi dengan 
prinsip demokratisasi, keadilan serta memberdayakan 
potensi masing-masing perguruan tinggi
5
. Paling tidak bobot 
kurikulum muatan lokalnya (instutisional) semakin besar, begitu juga 
progaram studi disesuaikan dengan kebutuhan.  
Setiap tahun, lulusan sarjana (S 1) di setiap perguruan 
tinggi di Indonesia bertambah. Pertambahan jumlah pemegang 
ijazah sarjana belum tentu diikuti pertambahan jumlah lapangan 
kerja yang tersedia. Mereka yang lulus tidak serta merta langsung 
bekerja di instansi atau perusahaan incarannya. Tidak jarang pula, 
mereka harus menunggu bertahun-tahun sebelum diterima bekerja 
di sebuah perusahaan. Dengan kata lain, pengangguran di Indonesia 
pasti ada tiap tahunnya. 
Di lain pihak, dunia industri di Indonesia menginginkan 
tenaga kerja yang tak hanya memiliki ilmu di bidangnya, tetapi 
juga kompetensi yang tak dimiliki setiap orang yang mendukung 
ilmunya. Nilai lebih itulah yang dicari dunia industri.. Itu pula 
sebabnya dunia industri lebih menginginkan individu yang telah 
berpengalaman di bidangnya. Jarang ada fresh graduate sebuah 
perguruan tinggi di Indonesia langsung diterima bekerja di sebuah 
perusahaan terkemuka.  
B. Permasalahan   
Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu membahas 
mengenai perkembangan perguruan tinggi dalam suatu sistem 
pendidikan di Indonesia dengan sub-sub masalah berikut ini:  
                                                             
3 W No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Bab II Pasal 3 
4 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 
Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 118 
5 Lihat ibid., h. 92 
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1. Bagaimana perkembangan pendidikan tinggi umum di 
Indonesia?  
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan pendidikan tinggi 
Islam di Indonesia?  
3. Mengapa pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan di 
Indonesia harus mempunyai paradigma baru?  
C. Perkembangan Pendidikan Tinggi Umum di Indonesia  
Sejarah perguruan tinggi di Indonesia bermula sejak 
pemerintah Hindia  Belanda memberlakukan Politik Etis yang 
salah satu programnya adalah pendidikan. Program pendidikan 
mendorong timbulnya sekolah-sekolah yang semula hanya sekolah 
dasar untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung, kemudian 
diperluas pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. 
Sistem persekolahan pads pendidikan tinggi pada zaman kolonial 
Belanda pada abad ke-20 benama Hooger Onderwijs
6
. Perguruan tinggi 
ini yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya Universitas 
dan Fakultas di Jakarta, Bandung dan  Surabaya.  
Sejarah awal dirintisnya perguruan tinggi ini hanya di bidang 
kesehatan saja. Pada tahun 1902 di Batavia didirikan School tot 
Opleiding van Inlandsche Artsen (School Tot Opleiding van 
Inlandsche Artsen atau dikenal sebagai Sekolah Dokter Bumi Putera) 
kemudian NIAS (Nerderlandsch Indische Artsen School) tahun 
1913 di Surabaya. Ketika STOVIA tidak menerima murid lagi, 
didirikanlah Sekolah Kedokteran Tinggi GHS (Geneeskundige 
Hooge School) pada tahun 1927. Perguruan inilah yang 
sebenarnya merupakan embrio fakultas kedokteran.  
Di Bandung tahun 1920 didirikan Technische Hooge 
School (THS) yang pada tahun itu jugs dijadikan perguruan tinggi 
negeri. THS ini adalah embrio ITB. Pada tahun 1922 kemudian berdiri 
sekolah hukum (Rechts School) yang kemudian ditingkatkan menjadi 
sekolah tinggi hukum (Recht hooge School) pads tahun 1924. Sekolah 
tinggi inilah embrio Fakultas Hukum di Indonesia
7
.  
Di Jakarta tahun 1940 didirikan Faculteit de Letterenen 
                                                             
6 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang 
Dasar-dasar Pcndidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h 266 
Wikipedia. "Sejarah Perguruan Tinggi di Indonesia" Wikipedia Bahasa 
Indonesia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wlki/ Sejarah Perguruan 
Tinggi di Indonesia (5 Juni 2009)  
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Wijsbegeste yang  kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat di 
Indonesia.  Dengan demikian, perguruan tinggi umum zaman kolonial 
Belanda pada abad ke-20, setidaknya telah berdiri sebanyak tiga 
perguruan tinggi setingkat sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi 
Teknik (Technische Hoogeschool) di Bandung 1920. Sekolah 
Tinggi Hukum (Rechts Hoogeschool) di Jakarta pada tahun 
1924, dan Sekolah Tinggi Kedokteran (Genesskundige 
Hoogeschool) di Jakarta pada tahun 1927
8
, serta satu buah perguruan 
tinggi setingkat fakultas yang berada di Jakarta tabun 1940. Faculteit de 
Letterenen Wijsbegeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan 
Filsafat di Indonesia.  
Pada masa Jepang hampir semua perguruan tinggi 
ditutup, kecuali yang masih ada adalah Sekolah Kedokteran Tinggi 
(Ika Dai Gakko) di Jakarta yang  dibuka kembali pada tahun 1943. 
Sekolah Ahli Obat (Yaku Gakko) di Jakarta.  Sekolah Kedokteran 
Gigi (Shika Gakko) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (Kagyo 
Dai Dakko) dibuka pada tahun 1994 di Bandung. Sekolah Tinggi 
Kedokteran Hewan di Bogor. Akademi Pemerintahan (Kenkoku Gakko 
In) dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA 
pada masa Belanda
9
. Di Bogor didirikan sekolah tinggi pertanian 
(Landsbouwkundige Faculteit) pada tabun 1941 yang sekarang disebut 
Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada zaman Jepang sampai awal 
kemerdekaan, GHS ditutup dan atas inisiatif pemerintahan militer, 
GHS dan NIAS dijadikan satu dan diberikan nama Ika Dai Gakko 
(Sekolah Tinggi Kedokteran). Dua hari setelah proklamasi, 
tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan 
Balai Pergoeroean (sic) Tinggi RI yang memiliki Pergoeroean 
(sic) Tinggi Kedokteran. Sekolah tinggi ini dibuka secara resmi 
pada tanggal 1 Oktober 1945.  
Di masa perjuangan revolusi fisik melawan Belanda 
(1946-1949) Pergoeroean (sic) Tinggi Kedokteran mengungsi 
ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, (Klaten dan Malang). 
Sementara itu pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan 
Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 
                                                             
8 Redja Mudyahardjo, op.cit., h. 118 
9 Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Suka 
Press, 2007), h. 123; lihat pula Redja Mudyahardjo, op.cit., h. 270 
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Desember 1949 mendirikan Universitas Gajah Mada. Pada 
awalnya hanya ada 2 Fakultas, yaitu Hukum dan Kesusasteraan yang 
bertempat di Pagelaran dan baru kemudian berangsur-angsur pindah ke 
kampus Bulak Sumur.  
Pada zaman pendudukan, di Batavia pihak Belanda 
mengusahakan dibukanya kembali GHS, maka bukan hal yang 
aneh ketika penyerahan kedaulatan, tahun 1949 timbul gagasan 
untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tanpa membedakan 
warna kulit dan asal keturunan. Kedua lembaga pendidikan bekas 
Belanda dan bekas Republik dijadikan satu menjadi Universiteit 
Indonesia, Fakulteit Kedokteran, tanggal 2 Februari 1950, yang saat 
ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).  
Dalam perkembangan berikutnya perguruan tinggi telah 
menjadi sub sistem pendidikan nasional, hal ini tercermin dalarn 
UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Perguruan 
tinggi dalam undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai 
lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan 
dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan memberikan 




Dengan demikian, corak pendidikan tinggi pada masa 
tersebut (Orde Baru), bertujuan membentuk manusia susila yang 
berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya 
masyarakat sosialis Indonesia yang makmur, materiil, dan sprituil
11
.  
Pada tahun 1954 didirikan Pendidikan Tinggi Pendidikan 
Guru (PTPG) berdasarkan kesepakatan antara Departemen 
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Departemen 
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
12
.  
Dalam perkembangan selanjutnya PTPG ini di integrasikan ke 
dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP). Akan tetapi, FKIP yang pads dasarnya ditujukan untuk 
menyiapkan tenaga guru di sekolah lanjutan, ternyata tidak 
                                                             
10 Wikipedia, "Sejarah Perguruan Tinggi di Indonesia" Wikipedia Bahasa 
Indonesia, Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/ Sejarah Perguruan 
Tinggi di Indonesia (5 luni 2009) 
11 Lihat Redja, op. cit., h. 412 
12 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ini dibentuk pada Kabinet 
Kerja II Tahun 1960 
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memenuhi harapan menteri sehingga didirikan lagi Institut 
Pendidikan Guru (IPG) pada tahun 1962. Keberadaan FKIP dan 
IPG ini menimbulkan konflik sehingga presiden turun tangan 
mempertemukan pihak yang bertikai dan menghasilkan kesepakatan 
serta ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden No.3 
Tahun 1963 tentang Peleburan FKIP dan IPG Menjadi Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).  
Selain itu, pada tahun 1954 universitas-universitas lain pun 
didirikan antara lain Universitas Andalas di Padang, Universitas 
Airlangga di Surabaya, Universitas Pajajaran di Bandung, 
Universitas Udayana di Denpasar, Universitas Lambung Mangkurat 
di Banjarmasin, di samping itu didirikan pula Institut 




Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan bahwa di 
setiap propinsi terdapat sekurang-kurangnya satu universitas. 
termasuk di antaranya pada 10 November 1962 berdirilah 
Universitas Cendrawasi di Irian Jaya.  
Sampai tahun 1968/1969 jumlah perguruan tinggi dari 5 buah 
pada tahun 1945 meningkat tajam menjadi 183 dengan jumlah 
mahasiswa sekitar 156.000 mahasiswa. Perkembangan tersebut 
diimbangi dengan fasilitas-fasilitas laboratorium. buku teks. dan 
buku kepustakaan lainnya. Sejak awal Repelita III (1978/1979) 
sampai Repelita V (1993/1994) telah disebarkan alat laboratorium 
sebanyak 21.277 set ke seluruh PT Negeri yang pada tahun 1993/1994 
berjumlah 51 buah. Dari tahun 1978/1979 sampai pada repelita V telah 
dikirimkan buku teks sebanyak 285,8 ribu eksamplar dan buku 
perpustakaan sebanyak 993,8 ribu ke 51 PT Negeri dan 1.122 PT 
swastala  
D. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam 
di Indonesia  
Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya 
didorong oleh dua faktor utama. Pertama adalah faktor intern yaitu 
di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain 
Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di 
Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta 
                                                             





. Kedua adalah faktor ekstern yaitu respon atas 
kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di 
tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran 
Islam ke  Indonesia
15
  
Haedar mengemukakan bahwa dapat dipastikan, sesuai dengan 
kebijakan kolonial Belanda, bahwa yang menjadi mahasiswa dari 
lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh kolonial Belanda adalah 
masyarakat elite bangsa Indonesia
16
. Sejak zaman pemerintahan 
kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam Indonesia mulai 
berkeinginan bercita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi
17
. 
Setidaknya ada beberapa fakta sejarah yang dapat dikemukakan 
antara  lain:  
1. M. Natsir mengemukakan dalam bukunya Capita Selecta bahwa Dr. 
Satiman menjadi penggagas untuk mendirikan Sekolah 
Tinggi Islam di tiga tempat yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya. 
Di Jakarta akan didirikan sekolah tinggi sebagai lanjutan dari 
Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat 
kebaratan. Di Solo akan didirikan sekolah tinggi untuk muballigh. 




2. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa di Padang Sumatera 
Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi 
Islam yang dipelopori  oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). 
Mahmud Yunus sendiri mengklaim  bahwa perguruan tinggi Islam 
inilah yang pertama di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. 
Perguruan tinggi ini ditutup tidak lama setelah Jepang masuk ke  
Indonesia pada tahun 1941
19
.  
3. Dalam kongres II Majelis Islam `Ala Indonesia (MIAI) 
yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 dalam salah satu 
agendanya adalah tentang Perguruan Tinggi Islam, akhirnya 
merealisasikan pendirian Perguruan Tinggi Islam di Solo yang 
                                                             
14 Lihat ibid. 444-446 
15 Haidar Putra Daulay. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan 
Islam di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 119 
16 Haidar, Pendidikan, op.cit., h. 136 
17 Haidar, Sejarah, op. cit., h. 119 
18 1bid., h. 118  
19 Lihat Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan di Indonesia, 
(Cet. 1;Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 128; Lihat Pula Haidar, Sejarah loc. cit.  
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Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada 
dasarnya  merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah 
lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat 
untuk mendiikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu 
bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wir 
osandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV 
(1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga 
pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum 
Muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Dikatakan oleh 
Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur onderwijs 
(pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum. 
Akan tetapi setelah Indonesia bangun diperlukan adanya sekolah 
tinggi Islam. Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang 
banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh 
orang-orang yang berpendidikan tinggi maka keperluan akan adanya 
sekolah tinggi Islam itu semakin terasakan lagi dan kalau tidak 
pengaruh Islam akan semakin kecil.  
Gagasan tersebut kemudian terwujud pads tanggal 8 Juli 1946
21
. 
ketika  Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah 
pimpinan Prof. Abdul  Kahar Muzakkir sebagai realisasi kerja 
sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang 
dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. 
Natsir sebagai sekretaris. Dalam memorandumnya Drs. Moh. 
Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan 
bangsa. Oleh karena penduduk Indonesia 90% beragama Islam maka 
pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam 
memperkokoh kedudukan masyarakat. Untuk itu perlu didirikan 
Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada masa revolusi STI ikut 
Pemerintah Pusat Republik Indonesia hi rah ke Yogyakarta dan pads 
tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu
22
.  
Untuk belajar pada lembaga pendidikan ini diberikan 
persiapan (matrikulasi). Tingkat matrikulasi ini terbuka bagi 
                                                             
20 Lihat Ibid., h. 119   
21 Lihat Enung. op. cit.. h. 128 
22
 Lihat Haidar, Pendidikan, op. cit., h. 136 23 Enung, op. cit., h. 129 
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pemegang ijazah sekolah menengah Hindia Belanda dimaksudkan 
untuk menambah pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan 
agama, sedangkan bagi alumnus madrasah Aliyah dimaksudkan 




Pada November  1947  dibentuk Panitia Perbaikan STI, 
yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam 
Indonesia (VII) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas 
yaitu Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada tanggal 
20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang 
berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan VII 
yang berkedudukan di Yogyakarta. VII Yogyakarta yang berdiri 
tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan paling 
tua di Indonesia.  
Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta 
sebagai Kota Revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan 
Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tanggal 16 
Desember 1949. Ini bermula dengan pendirian. Balai 
Perguruan Tinggi Gadjah Madda pada  tanggal 17 Pebruari 1946
 yang kegiatannya tertunda karena Belanda menduduki 
Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Setelah persetujuan 
Roem Royen ditandatangani pada 7 Mei 1949 muncul 
keinginan untuk segera menyelenggarakan kembali pendidikan 
tinggi nasional pada awalnya keinginan itu berhimpitan dengan 
rencana perbaikan Perguruan Tinggi federal sesuai dengan bentuk 
negara yang diusulkan Belanda ketika itu, tetapi para 
republikan tetap menginginkan Republik Indonesia memiliki 
perguruan tinggi sendiri di Yogyakarta.  
Atas bantuan Sultan Hamengkubuwono IX, beberapa 
bangunan milik kraton Yogyakarta digunakan untuk kegiatan 
perguruan tinggi dan sejak 7 Desember  1949  semua lembaga 
pendidikan tinggi negeri yang berada di Yogyakarta 
digabungkan dibawah satu atap dalam naungan Kementerian 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang kemudian 
dikukuhkan dengan PP No. 23  tanggal  16  Desember 1949  tersebut 




dan sejak  14  Desember 1949 Pemerintah RI secara resmi mulai 
menyelenggarakan Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal 
dengan Universitas Gadjah Mada.  
Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam 
dan para ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. 
Pada tahun itu jugs, Fakultas agama yang semula ada di Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni 
Kementerian Agama dan kemudian dijadikan Perguruan Tinggi 
Agama Islam Negeri untuk golongan Islam yang diambil dari 
Fakultas Agama UH berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 
Tahun 1950
24
.            Pada perkembangan berikutnya pada tanggal 
24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang 
berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama 
(ADIA) yang berkedudukan di Jakarta
25
.  
IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di 
Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN 
dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan empat 
fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 
tahun dan dapat dilengkapai dengan spesialisasi 2 tahun.  
IAIN pada tahap awal berdirinya berdasarkan penetapan 
Menteri Agama RI Nomor 43 tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri 
Agama No. 15 Tahun 1961 terdiri atas Fakultas Tarbiyah sebanyak 
delapan jurusan yaitu: 1) Jurusan Pendidikan Agama, 2) Jurusan 
Paedagogik,   3) Jurusan Bahasa Indonesia, 4) Jurusan Bahasa Arab,     
5) Jurusan Bahasa Inggris, 6) Jurusan Khusus (lman Tentara), 7) 




Perkembangan selanjutnya delapan jurusan ini 
mengecil dan hanya bertahan dua jurusan saja yaitu Jurusan 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 
1980-an lahirlah Jurusan Tadris, Jurusan ini bertujuan untuk merespon 
                                                             
24 Lihat ibid 
25 Lihat Zuhairini, dkk. Sejarah Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 
1997), h. 
1997; Lihat pula Haidar, Pendidikan, op. cit., h. 117 
26
 Ibid, h. 107-108 
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kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mats pelajaran IPA, 
Matematika, dan Bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1990-an 
muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI).  
Sebagai lembaga pendidikan tinggi di tingkat Institut, 
IAIN mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan 
tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya 
perkembangan puncak dari IAIN sebelum di antaranya beralih status 
memiliki lima fakultas agama yaitu Fakultas Adab, Fakultas 
Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas 
Ushuluddin.  
Pengkhususan ini sesuai dengan amanat PP No. 30 Tahun 
1990 yang disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi yang membatasi ruang kerja dari sebuah 
lembaga pendidikan tinggi setingkat institut. Dalam Bab III Pasal 6 
ayat 5 dijelaskan bahwa institut menyelenggarakan program 
pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin 
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.  
Setelah melalui fase-fase perkembangan pendidikan tinggi 
Islam di Indonesia hingga kini lembaga pendidikan tersebut 
dapat dikategorikan kepada tiga macam:  
1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni UIN, IAIN, dan 
STAIN. 
2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk 
universitas di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, 
jurusan, serta program studi.  




Dalam perkembangannya selanjutnya, berdirilah 
cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung 
oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad 
ke-20, telah ada 14 IAIN. Perkembangan dari cabang-cabang IAIN 
bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih 
luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, 
dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1997 sebanyak 40 
fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 LAIN yang 
                                                             
27 Jumlah PT AIS se-Indonesia sampai dewasa ini sebanyak 272 perguruan tinggi. 
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ada, berdasaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.
28
  
Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk 
perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, 
termasuk ilmu pengatahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan 
salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN).  
Cikal bakal UIN adalah IAIN yang dibentuk oleh pemerintah 
pada tahun 1960 di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al Jami'ah 
al-Islamiah al-Hukumiyah, yakni gabungan dari Perguruan Tinggi 
Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas 
Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Sejak tahun 1963, berdirilah 
cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Pendirian IAN 
terakhir adalah IAIN Sumatera Utara di Medan pada tahun 
1973.  
Pada abad ke-21, sejumlah IAIN berubah nama menjadi 
Universitas Islam Negeri (UIN), karena memiliki fakultas dan jurusan 
di luar studi keislaman. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta adalah 
IAIN yang pertama kali berubah nama menjadi UIN. Jika pada tahun 
2000 tercatat masih terdapat 14 IAIN di Indonesia, saat ini 6 di 
antaranya telah berubah menjadi Universita Islam Negeri.  
Berikut adalah daftar UIN di Indonesia, dahulu berstatus IAIN 
dan STAIN
29
, yaitu : 1) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2) UIN 
SUlthan Syarif Qasim, Pekanbaru, 3) UIN  Sunan Gunung Jati 
Bandung, 4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 5) UIN Maulana Malik 
Ibrohim, Malang, 6) UIN Sultan Alauddin Makassar  
E. Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dalam Sistem 
Pendidikan di Indonesia  
Dalam konteks Indonesia, kajian ulang tentang perguruan 
tinggi semakin menemukan momentumnya dengan terjadinya krisis 
moneter, yang disusul krisis ekonomi, politik, dan sosial. Semua 
krisis ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam 




29 UIN Malang cikal bakalnya dari STAIN langsung menjadi UIN. sedangkan 5 UIN 
lainnya cikal bakalnya dari IAIN. 
130 
 
tentang meningkatnya drop-out rate di kalangan mahasiswa, 
tetapi juga tentang semakin merosotnya efektivitas dan efisiensi 
perguruan tinggi dalam menghasilkan mahasiswa dan lulusan 
yang memiliki competitive advantage, memiliki daya saing yang 
handal dan tangguh dalam zaman globalisasi yang penuh 
tantangan.  
Pengembangan pendidikan tinggi, harus dilihat dalam konteks 
perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat 
konsep dan paradigma perguruan tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, 
pengembangan pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi umum 
maupun pendidikan tinggi Islam, sekaligus pula harus  
mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi dan 
politik nasional dan global.  
Dalam makalah ini mencoba mengkaji perubahan-perubahan 
yang dapat ditempuh perguruan tinggi dalam perspektif 
paradigma baru perguruan tinggi yang telah dirumuskan baik 
pads tingkat pendidikan nasional maupun intemasional. 
Dengan demikian, pendidikan tinggi bukan hanya untuk tetap 
survive, melainkan dapat mengembangkan dirinya menjadi perguruan 
tinggi yang dapat memberikan competitive advantage kepada 
mahasiswanya.  
Dilihat dari perspektif perkembangan nasional dan global, maka 
konsep paradigma baru bagi perguruan tinggi di Indonesia merupakan 
sebuah keharusan. Sebagaimana dikemukakan dalam "World 
Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision 
and Action X
30
, dalam dunia yang tengah berubah sangat cepat, terdapat 
kebutuhan mendesak bagi adanya visi dan paradigma baru perguruan 
tinggi. Paradigma baru itu, mau tidak mau, melibatkan reformasi besar 
yang mencakup perubahan kebijakan yang lebih terbuka, 
transparan, dan akuntabel. Dengan reformasi dan perubahan 
perguruan tinggi dapat melayani kebutuhan yang lebih 
beragam bagi lebih banyak orang dengan kandungan 
pendidikan (contents), metode, dan penyampaian pendidikan 
berdasarkan jenis dan bentuk-bentuk baru hubungan dengan 
masyarakat dan sektor-sektor masyarakat lebih luas.  
Paradigma baru perguruan tinggi yang sekarang ini di 
                                                             
30 Lihat, UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and 
Action (Paris: UNESCO, 1998), h. 21 
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Indonesia menjadi kerangka dan landasan pengembangan 
perguruan tinggi merupakan basil dari pembahasan dan 
perumusan yang telah dilakukan sejak waktu yang lama baik pada 
tingkat nasional maupun intemasional. Sekali lagi, perguruan 
tinggi umum dan Islam sebagai bagian integral dari sistem 
pendidikan nasional juga tidak bisa melepaskan diri dari perumusan-
perumusan yang berkembang dari waktu ke waktu itu.  
Kajian ulang terhadap kinerja perguruan tinggi secara 
komprehensif, yang menghasilkan pemikiran dan konsep baru 
tentang pengembangan perguruan tinggi, hal ini dapat dilihat 
misalnya dalam kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna Amijaya
31
. 
Sebelum memberikan kerangka pengembangan perguruan tinggi 
jangka panjang, is mengidentifikasi lima masalah besar yang 
dihadapi perguruan tinggi pada umumnya. Pertama, produktivitas 
yang rendah; kedua, keterbatasan daya tampung; ketiga 
keterbatasan kemampuan berkembang; keempat, kepincangan di 
antara berbagai perguruan tinggi; dan kelima, distribusi yang tidak 
seimbang dalam bidang bidang ilmu yang disediakan perguruan tinggi, 
khususnya di antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan ilmu-
ilmu eksakta. Untuk mengatasi berbagai kelemahan ini, 
Amijaya mengajukan lima program besar; Pertama 
peningkatan produktivitas perguruan tinggi, kedua peningkatan 
daya tampung, ketiga peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat, keempat peningkatan bidang keilmuan eksakta atau 
iptek, kelima  peningkatan kemampuan berkembang.  
Harus diakui, program di atas tidak banyak berhasil, karena 
terdapat berbagai kendala, khususnya di lingkungan perguruan 
tinggi itu sendiri dan kebijakan pendidikan nasional yang masih 
tetap sangat sentralistik dan kaku. Sebab itu, sebuah konsep 
program pengembangan perguruan tinggi jangka panjang, 




               Beberapa konsep program besar kembali dirumuskan yakni, 
pertama, peningkatan kualitas perguruan tinggi; kedua, 
                                                             
31 D.A. Tisna Amijaya, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka 
Panjang 1976-1985 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1976), h. 32-33 
32 Sukadji Ranuwibardjo, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka 
Panjang 1986-1995 (Jakarta: Dirjen Diktik : 1985), h. 156 
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peningkatan produktivitas; ketiga, peningkatan relevansi; 
keempat, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Sebagian 
besar berdasarkan konsep-konsep ini selanjutnya dirumuskan sebuah 
"paradigms baru" perguruan tinggi sebagaimana terdapat dalam 
Rencana Jangka Panjang Ketiga (1996-2005). Paradigms baru 
ini mencakup antara lain: peningkatan kualitas perguruan 
tinggi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas 
manajemen yang telah diperbaiki, otonomi, akuntabilitas 




Rencana jangka panjang terakhir ini sejak semula memang disebut 
sebagai paradigma baru perguruan tinggi. Paradigma bare ini 
pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan kembali peran negara 
dan perguruan tinggi sehingga lebih memungkinkan bagi perguruan 
tinggi untuk berkembang lebih baik. Paradigma barn itu juga 
dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengembangan 
mekanisme bare guna memperkuat perguruan tinggi, seperti 
perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi, evaluasi 
berkelanjutan terhadap kualitas, dan lain-lain.  
Peranan negara mengalami perubahan yang sangat 
signifikan dengan pengurangan peranan pemerintah. 
Pemerintah secara konseptual dan praktikal tidak lagi 
merupakan lembaga sentral yang menetapkan segala ketentuan 
secara rinci atau mengontrol secara terpusat seluruh gerak 
dan dinamika perguruan tinggi. Pemerintah dalam paradigma 
baru itu hanyalah memberikan kerangka dasar, memberikan 
insentif agar sumber daya manusia dan keuangan dapat 
dialokasikan kepada prioritas-prioritas terpenting pada 
perguruan tinggi, dan mendorong setiap perguruan tinggi 
meningkatkan standar kualitasnya. Oleh karena itu, perumusan 
kembali  (reformulation) paradigma baru perguruan tinggi pada 
tingkat nasional itu mendapatkan daya dorong dengan 
terjadinya krisis moneter, ekonomi, dan politik di Indonesia sejak 
akhir 1997. Krisis yang juga sangat mempengaruhi dunia 
pendidikan pada seluruh jenjang tidak terelakkan pula 
mendorong berkembangnya perluasan konsep paradigma bare 
                                                             
33 Lihat, Bambang Soehendro, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka 
Panjang 1996-2005 (Jakarta: Diktik, 1996), h. 73  
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perguruan tinggi sehingga tercakup dalam konsep reformasi 
pendidikan nasional secara menyeluruh. Reformasi sistem 
pendidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek 
pendidikan, seperti: filosofi dan kebijakan pendidikan nasional, 
sistem pendidikan berbasis masyarakat (community-based education), 
pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, manajemen berbasis 
sekolah (school-based management), implementasi paradigma baru 
perguruan pihak tinggi, dan system pembiayaan pendidikan 
34  
Akan tetapi, krisis multidimensi dan multilevel yang dihadapi 
masyarakat Indonesia secara keseluruhan membuat reformasi 
pendidikan yang dicanangkan berbagai pihak tidak mudah dicapai, 
apalagi dalam waktu dekat di awal millennium ketiga. Oleh 
karena itu, para perumus konsep reformasi pendidikan nasional 
merekomendasikan perlunya adopsi dua strategi yaitu defensive 
strategy dan recovery strategy. Defensive strategy pada 
intinya bertujuan untuk mempertahankan prestasi yang telah 
dicapai di masa silam dan sekaligus berusaha sedapat mungkin 
meningkatkan segala sesuatu yang baik. Strategi pemulihan bertujuan 
untuk memulihkan kembali pendidikan nasional dari berbagai krisis 
yang masih akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan.  
Daya dorong tambahan (impetus) bagi implementasi 
paradigma baru perguruan tinggi muncul dengan dikeluarkannya 
World Declaration on Higher Education for the Twenty-First 
Century: Vision and Action oleh UNESCO, yang sedikit telah 
dikutip di atas. Dokumen penting yang juga menjadi sumber utama 
tambahan bagi konsep paradigma baru perguruan tinggi di Indonesia 
itu memuat pula hal-hal mendasar sejak dari misi dan fungsi 
perguruan tinggi; peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan 
fungsi antisipatif perguruan tinggi, perumusan visi baru 
perguruan tinggi, penguatan partisipasi dan peranan 
perempuan dalam perguruan tinggi, pengembangan ilmu 
pengetahuan di perguruan tinggi melalui riset dalam bidang ilmu-
                                                             
34 Lihat Santoso S. Hamidjojo et al., Platform Reformasi Pendidikan Nasional 
(Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Nasional, 1998), h. 59 dan Juga lihat, A.  
Malik Fadjar et. Al., Platform  Reformasi Pendidikan dan Pengembangan sumber 
daya manusia (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam,  
1999), h. 118   
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ilmu sosial, humaniora, dan sains dan teknologi, dan penyebaran 
hasil-hasilnya: pengembangan orientasi jangka panjang 
perguruan tinggi berdasarkan relevansi, penguatan kerjasama 
perguruan tinggi dengan dunia kerja, dan analisis dan antisipasi 
terhadap kebutuhan masyarakat; diversifikasi pemerataan kesempatan 
pendidikan, pendekatan bare terhadap pendidikan secara inovatif, 
pemberdayaan mahasiswa sebagai aktor utama perguruan tinggi, 
pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja akademis dan 
administratif, antisipasi terhadap tantangan teknologi, penguatan 
manajemen dan pembiayaan perguruan tinggi, peningkatan 
kerjasama dan aliansi antara perguruan tinggi dengan berbagai 
stakeholders) seperti lembaga keilmuan lain, dunia industri, 
masyarakat luas, dan sebagainya.  
Untuk memperjelas visi dan aksi perguruan tinggi dalam 
abad ke-21 seperti dirumuskan UNESCO. Untuk menjabarkan 
paradigma bare perguruan tinggi di Indonesia, ada baiknya dikutip 
lebih lanjut beberapa bagian penting DekIarasi UNESCO tersebut. 
Pertama, tentang misi dan fungsi perguruan tinggi, Deklarasi 
menegaskan bahwa misi dan nilai pokok perguruan tinggi adalah 
memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) dan pengembangan masyarakat secara 
keseluruhan.  
Dalam konteks itu, misi dan fungsi perguruan tinggi secara 
lebih spesifik adalah: mendidik mahasiswa dan warganegara untuk 
memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia, dengan 
menawarkan kualifikasi kualifikasi yang relevan, termasuk 
pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasikan ilmu 
pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi melalui matakuliah-
matakuliah yang terus dirancang, dievaluasi secara ajeg, dan terus 
dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat 
dewasa ini dan masa datang.  
Kedua, memberikan berbagai kesempatan (espace 
ouvert) kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan 
tinggi sepanjang usia. Perguruan tinggi memiliki misi dan fungsi 
memberikan kepada para penuntut ilmu sejumlah pilihan yang 
optimal dan fleksibilitas untuk masuk ke dalam dan keluar dari 
sistem pendidikan yang ada. Perguruan tinggi juga harus 
memberikan kesempatan bagi pengembangan individu dan 
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mobilitas sosial bagi pendidikan kewargaan (citizenship) dan bagi 
partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan begitu, peserta, didik akan 
memiliki visi yang mendunia, dan sekaligus mempunyai kapasitas 
membangun yang mempribumi (indigenous).  
Ketiga, memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu 
pengetahuan melalui riset; dan memberikan keahlian (expertise) yang 
relevan untuk membantu masyarakat umum dalam 
pengembangan budaya, sosial dan ekonomi; mengembangkan 
penelitian dalam bidang sain dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, 
humaniora dan seni kreatif.  
Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan,  
memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan menyebarkan 
budaya-budaya historis nasional, regional dan intemasional 
dalam pluralisme dan keragaman budaya.  
Kelima, membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-
nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai 
yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis (democratic 
citizenship).  
Keenam, memberikan kontribusi kepada pengembangan dan 
peningkatan pendidikan pads seluruh jenjangnya, termasuk 
pelatihan para guru. Hal tak kurang pentingnya bagian lain dari
 
"World Declaration of Higher Education" yang perlu dikutip di 
sini adalah tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan 
fungsi antisipatif perguruan tinggi. Dalam hal ini perguruan 
tinggi berkewajiban:  
Pertama, memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi 
krusialnya melalui penegakan etik dan keteguhan ilmiah dan 
intelektual melalui berbagai aktivitasnya.  
Kedua, mampu berbicara lantang dan tegas tentang masalah-
masalah etik, kebudayaan dan sosial secara independen dan, dengan 
kesadaran penuh tentang tanggungjawabnya; menegakkan otoritas 
intelektual yang diperlukan masyarakat dalam berefleksi, memahami, 
dan bertindak.  
Ketiga, memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke 
masa depan (future oriented) melalui analisis yang berkelanjutan 
tentang kecendenmgankecenderungan perubahan dan perkembangan 
sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sedang tumbuh; dan 




Keempat, menegakkan kapasitas intelektual dan prestise 
moralnya untuk membela dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai 
yang telah diterima secara universal, termasuk perdamaian, keadilan, 
kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas, seperti disinggung dalam 
Konstitusi UNESCO.  
Kelima, menikmati kebebasan dan otonomi akademis, seperti 
terlihat dalam hak-hak dan kewajiban, sementara tetap 
bertanggungjawab sepenuhnya (fully responsible) dan accountable 
kepada masyarakat.  
Keenam, memainkan peran dalam membantu 
mengidentifikasi dan menjawab masalah-masalah yang 
mempengaruhi kesejahteraan berbagai komunitas, bangsa, dan 
masyarakat global.  
Akan tetapi, penting dicatat, di samping penekanan yang 
kuat kepada fungsi fungsi perguruan tinggi vis-a-vis 
masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi juga dituntut 
menjadikan para mahasiswa sebagai aktor-aktor utama atau dengan 
kata lain mengembangkan perguruan tinggi yang menjadikan 
mahasiswa sebagai pusat atau orientasi (student centered education) 
dalam seluruh kegiatannya. Para pengambil kebijakan perguruan 
tinggi pads tingkat nasional dan institusional harus menjadikan 
para mahasiswa sebagai pusat concern; dan memandang mereka 
sebagai mitra utama dan merupakan stakeholder yang paling penting 
dalam pembaharuan dan reformasi perguruan tinggi. Paradigma 
bare perguruan tinggi dalam konteks ini adalah pelibatan mahasiswa 
menyangkut hal-hal tentang tingkat pendidikan, evaluasi, renovasi 
metode pengajaran dan kurikulum dan bahkan dalam perumusan 
kerangka kerja institusional perguruan tinggi, kebijaksanaan dan 
manajemen perguruan tinggi. Lebih-lebih lagi karena mahasiswa-
mahasiswa memiliki hak untuk mengorganisasi dan mewakili diri 




Dalam konteks perumusan konsep-konsep, baik pada 
tingkat nasional maupun global tentang pengembangan 
perguruan tinggi, dapat dilihat dan menempatkan paradigma 
                                                             
35
 Ibid.. h. 216 
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bare perguruan tinggi di Indonesia dalam acuan yang telah 
dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasiona1
36
. Paradigma 
bare perguruan tinggi itu pads dasarnya bertumpu kepada tiga 
tungku utama, yakni:  
Pertama, kemandirian lebih besar (greater autonomy) dalam 
pengelolaan atau otonomi. Otonomi seluas-luasnya yang bukan saja 
dalam hal pengelolaan secara manajerial, melainkan juga dalam hal 
penentuan atau pemilihan kurikulum dalam rangka penyesuaian 
perguruan tinggi dengan dunia kerja atau kebutuhan  
pasar. Dengan demikian, perguruan tinggi berfungsi selain untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai 
sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga 
harus mengembangkan seluruh bidang tersebut melalui penelitian dan 
pengembangan (research and development).    
Dalam kerangka otonomisasi ini pemerintah telah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi yang memberikan wewenang lebih luas kepada perguruan 
tinggi untuk mengembangkan dirinya. Pemerintah juga 
menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang 
penetapan perguruan tinggi negeri sebagai Badan Hukum. 
Sebagai catatan, PP 60 tahun 1999 yang merupakan perubahan 
PP 30 Tahun 1990 tentang Perguruan tinggi, dalam segi-segi 
tertentu
37
 masih belum cukup reformis sehingga belum banyak 
memungkinkan terciptanya iklim yang betul-betul kondusif 
bagi implementasi konsep paradigma baru perguruan tinggi.  
Dalam persoalan otonomi ini ada baiknya ditambahkan 
catatan yang dikemukakan R. Berdahl
38
. Menurut dia, dalam 
membahas otonomi, sangat bermanfaat membuat sebuah distingsi di 
antara otonomi prosedural dan otonomi substantif pada satu pihak dan 
kebebasan akademis (academic freedom) pada pihak lain. Otonomi 
substantif adalah kekuasaan atau kewenangan perguruan tinggi 
untuk menentukan tujuan-tujuan dan program-program 
                                                             
36 Lihat, Task Force Pendidikan Tinggi, "Implementasi Paradigma Baru di 
Pendidlkan Tinggi" (Jakarta: Dirjen Dikti, 1999), h. 49 
37 Seperti kategorlsasi bentuk-bentuk Perguruan Tinggi, yakni universitas, 
institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademik. 
38 Lihat, R, Berdahl, "Academic Freedom, Autonomy and Accountability in 
British Universities", Studies in Higher Education, Vol. 15 (2), 1990. h. 87   
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sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan 
otonomi prosedural adalah kekuasaan atau kewenangan perguruan 
tinggi secara kelembagaan untuk menentukan cara-cara (means) 
guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada pihak lain, kebebasan 
akademis adalah kebebasan dosen atau ilmuwan secara personal 
dalam pengajaran dan penelitian untuk mencapai kebenaran 
tanpa khawatir atau takut kepada hukuman, pemecatan dan 
sebagainya.  
Persoalan pengembangan otonomisasi lebih luas ini tentu 
saja harus dikaitkan dengan tanggungjawab (responsibility) dan 
akuntabilitas (accountability). Harus diakui, dalam hal 
tanggungjawab ini pihak perguruan tinggi dituntut menggunakan 
otonomi secara bertanggungjawab. Akan tetapi, pada pihak 
lain, pemerintah yang memberikan otonomi, seharusnya pula 
memberikan otonomi yang tidak ambiguous, seperti tercermin 
dalam bagian-bagian tertentu PP 60 Tahun 1999, misalnya saja 
tentang pengangkatan dosen, pegawai dan lain-lain. Akibatnya, 
perguruan tinggi tetap menghadapi banyak kendala yang 
sangat menyulitkannya untuk mengaktualisasikan otonomi 
tersebut.  
Kedua, akuntabilitas atau tanggung urai (greater accountability), 
bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber 
keuangan secara lebih bertanggungjawab, tetapi juga dalam 
pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan 
program-program yang diselenggarakan. Akuntabilitas ini tidak 
hanya kepada pemerintah sebagai pembina pendidikan atau pemberi 
sumber dana dan sumber daya lainnya, tetapi juga kepada masyarakat 
dan stake holders lainnya yang memakai dan memanfaatkan 
lulusan perguruan tinggi dan hasil pengembangan berbagai 
bidang ilmunya. Karena itu, di sini terkait pula akuntabilitas 
terhadap dunia profesi, dan masyarakat luas.  
Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas (greater quality 
assurance) melalui evaluasi internal (internal evaluation) yang 
dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan; dan evaluasi 
ekstemal (external evaluation), yang sekarang ini dilakukan Badan 
Akreditasi Nasional (BAN). Dalam hal terakhir ini, BAN hares 
meningkatkan fungsinya dengan menentukan standar-standar yang 
lebih f l eksibel dan dinamis atau tidak kaku, sehingga tetap 
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memungkinkan bagi perguruan tinggi untuk melakukan 
perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan kebutuhan 
dunia kerja. BAN juga hares melibatkan lebih banyak unsur 
stakeholders dalam organisasinya, sehingga memungkinkan terjadinya 
"penilaian" dan "pengakuan" yang sesungguhnya dari 
masyarakat, yang sangat berkepentingan dengan 
hasil-hasil perguruan tinggi.  
Dengan ketiga tungku paradigma baru perguruan tinggi 
ini, jelas bahwa satu tungku dengan tungku-tungku lainnya 
saling berkaitan dan bahkan interdependensi. Ketiga tungku itu 
mesti diaktualisasikan secara simultan. Sebab, jika tidak 
demikian, maka perguruan tinggi tetap akan menghadapi berbagai 
kesulitan dalam mewujudkan fungsi-fungsi dan peranannya seperti 
dirumuskan dalam konsep paradigma barn perguruan tinggi.  
F. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai pendidikan 
tinggi dan perkembangan suatu sistem pendidikan di Indonesia, maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  
1. Sejarah perguruan tinggi di Indonesia bermula sejak pemerintah 
Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis. Pada zaman 
kolonial Belanda pada abad ke-20, setidaknya telah berdiri 
sebanyak tiga perguruan tinggi setingkat sekolah tinggi dan satu 
perguruan tinggi setingkat fakultas. Pada zaman Jepang 
hampir semua perguruan tinggi ditutup, kecuali yang masih 
ada adalah Sekolah Kedokteran Tinggi (Ika Dai Gakko) di 
Jakarta atas inisiatif pemerintahan militer. Sejak tahun 1954 
universitas-universitas lain pun didirikan antara lain Universitas 
Andalas di Padang, Universitas Airlangga di Surabaya, 
Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Udayana 
di Denpasar, Universitas Lambung Mangkurat di 
Banjarmasin. Di samping itu, didirikan pula Institut 
Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, dan Institut 
Pertanian Bogor. Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan 
bahwa di setiap propinsi terdapat sekurang-kurangnya satu 
universitas.  
2. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak 
dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pads bulan 
Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu 
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dinamika dan perkembangan Pendidikan Tinggi Islam dimulai. 
Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII (Universitas 
Islam Indonesia). Perkembangan berikutnya fakultas 
agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri), kemudian fase berikutnya 
muncullah IAIN dan STAIN, selain itu muncul pula 
pendidikan tinggi Islam swasta, baik berbentuk universitas, 
institut, maupun sekolah tinggi.  
3. Paradigma baru perguruan tinggi itu pada dasarnya bertumpu 
kepada tiga tungku utama, yakni Pertama, kemandirian lebih besar 
(greater autonomy) dalam pengelolaan atau otonomi. Kedua, 
akuntabilitas atau tanggung urai (greater accountability), bukan 
hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara 
lebih bertanggungjawab, tetapi juga dalam 
pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan 
program-program yang diselenggarakan. Ketiga, jaminan 
lebih besar terhadap kualitas (greater quality assurance) melalui 
evaluasi internal (internal evaluation) yang dilakukan 
secara kontinu dan berkesinambungan; dan evaluasi 
eksternal (external evaluation) oleh Badan Akreditasi 
Nasional (BAN).  
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